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BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR ,69 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT DAYA,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran
2018, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut
dari Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Aceh Barat Daya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2018;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4179);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2004);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633};

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomorl38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 356 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155});

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51635);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 201 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor &80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,;
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 42 Tahun 2015
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh
Barat Daya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya,;
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36. Peraturan Bupati Barat Daya Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjab_aran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :
1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 83.468.426.211,06
b. Dana Perimbangan Rp. 656.379.749.204,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 141.780.177.088,79
Jumlah pendapatan Rp. 881.628.352.503,85
2. Belanja:
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 288.870.018.301,00
2) Belanja Bunga Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi Rp. 0,00
4) Belanja Hibah Rp. 1.560.000.600,00
5} Belanja Bantuan Sosial Rp. 6.819.600.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 984.000.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 152.341.344.176,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 2.952.956.778,00

Rp. 453.527.919.255,00
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 38.501.736.200,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 149.430.530.528,11
3) Belanja Modal Rp 172.541.445.155,00




Rp_ 360.473.711.883,11

Jumlah Belanja Rp. 814.001.631.138,11
Surplus/defisit ........... Rp. 67.626.721.365,74
3. Pembiayaan

a. Penerimaan  ...ccovcoveiiiniiennn. Rp. 102.819.038.457,81

b. Pengeluaran ..............c.co.uenee Rp. 4.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 08.819.038.457,81
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 166.445.759.823,55

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran [ Peraturan
Bupati Aceh Barat Daya ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran
Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan
Bupati Aceh Barat Daya ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati Aceh Barat Daya ini.
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Pasal 6
Peraturan ini Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita
Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal %‘c velde 2019 M
124 1440 H
ﬁUPATI ACEH BARAT DAYA, '\
/

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 25  7e€e 2019 M
22 PoLlhoifng, 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN-ACEH BARAT DAY

Y%

TWAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019 NOMOR :é?
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Nomor 69

Tanggal

Lulatdiail Ldpaag vt ualat aya

Tahun 2019

: &% ( '%% 2019 M.
19 1440 H.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

TAHUN ANGGARAN 2018
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOMOR URAIAN
URUT ANGGARAN SETELAH ALT o
PERUBAHAN REALISASI (Re) (%)
1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN 896.177.626.467,00 881.628.352,503,85 (14.549.273.963,15) 98,38
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 89.174.113.700,00 83.468.426.211,06 (5.705.687.188,91) 93,60
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 6.000.000.000,00 7.329.124.854,00 1.329.124.854,00 122,15
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 3.840.000.000,00 1.951.337.197,00 (1.888.662.803,00) 50,82
1.1.3 Hasit Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.500.000.000,00 1.366.970.778,00 (133.029.222,00) 91,13
1.1.4 Zakat 2.156.064.289,00 3.362.963.894,05 1.206.899.605,05 155,98
1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 75.678.049.411,00 69.458.029.488,01 (6.220.019.922,99) 91,78
1.2 DANA PERIMBANGAN 666.076.963.000,00 656.379.749.204,00 (9.697.213.796,00) 98,54
1.2.1 Dana Transfer Umum 13.555.479.000,00 12.406.823.759,00 (1.148.655.241,00) 91,53
1.2.2 Dana Alokasi Umum 451.309.794.000,00 451.309.794.000,00 0,00 100,00
1.2.3 Dana Transfer Khusus 201.211.650.000,00 192.663.131.445,00 (8.548.558.555,00) 95,75
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 140.926.549.767,00 141.780.177.088,79 853.627.321,79 100,61
1.3, Pendapatan Hibah 15.653.800.000,00 15.066.767.550,00 (587.032.450,00) 96,25
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 19.792.409.767,00 21.679.736.938,79 1.887.327.171,79 109,54
1.3.4 Dana Penyesuaian 105.480.340.000,00 105.033.672.600,00 (446.667.400,00) 99,58
2 BELANJA 1.131.157.175.062,00 814.001.631.138,11 (317.155.543.923,89) 71,96
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 498.289.071.021,00 453.527.919.255,00 (44.761.151.766,00) 91,02
2.1.1 Belanja Pegawai 326.846.152.861,00 288.870.018.301,00 (37.976.134.560,00) 88,38
2.1.4 Belanja Hibah 3.616.200.000,00 1.560.000.000,00 {2.056.200.000,00) 43,14
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 11.350.000.000,00 6.819.600.000,00 (4.530.400.000,00) 60,08
2.1.86 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 984.000.000,00 984.000.000,00 0,00 100,00
2.1.7 Belanja Bantuah Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 152.492.718.160,00 152.341.344.176,00 (151.373.984,00) 99,90
2.1,8 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00 2.952.956.778,00 (47.043.222,00) 98,43
2.2 BELANJA LANGSUNG 632.868.104.041,00 360.473.711.883,11 (272.394.392.157,89) 56,96
2.2.1 Belanja Pegawai 55.061.954.810,00 38.501.736.200,00 (16.560.258.610,00) 69,92
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 187.088.317.256,00 149.430.530.528,11 (37.657.786.727,89) 79,87
2.2, Belanja Modal 390.717.791.975,00 172.541.445.155,00 (218.176.346.820,00) 44,16
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NOMOR

JUMLAH (Rp)

BERTAMBAH / (BERKURANG)

URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISAST (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6

SURPLUS / (DEFISIT) (234.979.548.595,00) 67.626.721.365,74 302.606.269.960,74 (28,78)

3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 238.979.548.595,00 102.819.038.457,81 (136.160.510.137,19) 43,02
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 88.979.548.595,00 102.819.038.457,81 13.839.489.862,81 115,55
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 150.000.000.000,00 0,00 (150.000.000.000,00) 0,00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 100,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 100,00
PEMBIAYAAN NETTO 234.979.548.595,00 08.819.038.457,81 (136.160.510.137,19) 42,05
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 166.445.759.823,55 166.445.759.823,55 0,00

UPATI ACEH BARAT DAYA

=

AKMAL IBRAHIM

priiea b SieD I

LAMPIRAN 1 PENJABARAN PERTANGGUNGIAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISAST ANGGARAN PENDAPATAN DAN SELANJA KABUPATEN

Halaman 2




